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Prof. Dr. Henny S. Flora, S.H., M.Hum., M.Kn., MH.Kes** 

Mancur Sinaga, S.H., M.H** 

 

ABSTRAK 
 

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan 

hukum. Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum dan juga 

diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (POLRI) adalah lembaga eksekutif dalam hal keamanan negara di seluruh wilayah 

negara Indonesia. Perjudian merupakan tindak pidana yang sangat sering kita jumpai di 

lingkungan sekitar kita bahkan kita sendiri pernah melakukan perjudian. Perjudian bisa 

dilakukan oleh masyarakat biasa dan juga aparat hukum negara. Kejahatan perjudian diatur 

secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan Pasal 303 bis serta 

dalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Salah satu jenis perjudian adalah perjudian dadu 

guncang yang dimainkan dengan menebak angka dadu yang akan keluar setelah diguncang di 

dalam mangkok. Untuk besar taruhan biasanya dimulai dari Rp5.000. Berkaitan dengan hal itu 

maka peneliti akan mengambil judul dalam penelitian ini yaitu, Penegakan Hukum Dalam 

Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Resor Belawan (Studi 

Putusan Nomor: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn). Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian 

ini adalah penegakan hukum atas tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh oknum Polri 

berdasarkan Putusan Nomor: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn; dan dasar pertimbangan hakim 

menjatuhkan hukuman lebih ringan terhadap oknum anggota Polri berdasarkan Putusan 

Nomor: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn.  

Tujuan penelitian dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum atas 

tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh oknum Polri berdasarkan Putusan Nomor: 

588/Pid.B/2018/Pn.Mdn; dan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan 

terhadap oknum anggota Polri berdasarkan Putusan Nomor: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data 

primer berupa hasil dari wawancara dengan pihak Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A 

khusus. Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis normatif dan empiris.  

Hasil penelitian menujukkan bahwa proses penegakan hukum telah dilakukan sesuai 

prosedur, namun belum mencerminkan rasa keadilan secara substansial. Terdakwa hanya 

dijatuhi pidana selama 4 bulan penjara, jauh di bawah ancaman maksimal dalam Pasal 303 

KUHP. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lebih ringan didasarkan pada alasan 

pribadi terdakwa, seperti penyesalan, tanggungan keluarga, dan sikap kooperatif selama 

persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis belum sepenuhnya 

mempertimbangkan posisi terdakwa sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi 

teladan. Putusan ini memperlihatkan lemahnya penerapan asas persamaan di hadapan hukum 

(equality before the law), dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem 

peradilan pidana. 
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LAW ENFORCEMENT IN THE CRIMINAL ACT OF GAMBLING 

COMMITTED BY A MEMBER OF BELAWAN POLICE RESORT 
 

By: 
 

Dearest Wendy Boy Pasaribu* 

Prof. Dr. Henny S. Flora, S.H., M.Hum., M.Kn., MH.Kes ** 

Mancur Sinaga, S.H., M.H** 

 

ABSTRACT 
  

Law enforcement is a process of realizing the objectives and ideals of the law. Judges 

play a crucial role in law enforcement and are authorized by law to adjudicate cases. The 
Indonesian National Police (POLRI) is the executive institution responsible for maintaining 
national security throughout the entire territory of the Republic of Indonesia. Gambling is a 

criminal act that is frequently encountered in our surroundings, and in some cases, even 
individuals themselves may have participated in gambling activities. Gambling can be 
committed by ordinary citizens as well as law enforcement officers. Gambling crimes are 

clearly regulated under Articles 303 and 303 bis of the Indonesian Criminal Code, as well as 
in Law Number 7 of 1974. One type of gambling is “dadu guncang” (shaking dice), which is 
played by guessing the outcome of dice that are shaken in a bowl. Bets usually start from as 
little as Rp5,000. In connection with this issue, the researcher has chosen the title of this 

study: "Law Enforcement in the Criminal Act of Gambling Committed by a Member of the 
Belawan Police Resort (Case Study of Court Decision Number: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn)." 
This research seeks to address two main problems: how law enforcement was carried out 

against the police officer involved in the gambling offense based on Court Decision Number: 
588/Pid.B/2018/Pn.Mdn; and what legal considerations the judge used in imposing a lighter 
sentence on the police officer in the same case. 

 The objective of this study is to examine the law enforcement process regarding the 

criminal act of gambling committed by a police officer based on Court Decision Number: 
588/Pid.B/2018/Pn.Mdn, and to analyze the judge's considerations in imposing a lighter 

sentence on the police officer as reflected in the same court decision.  
The data used in this study consist of primary and secondary data. Primary data were 

obtained through interviews with judges of the Medan District Court Class IA Special. 
Secondary data include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal 

materials. The analysis was conducted using a qualitative approach through normative 

juridical and empirical methods.  
The results of the study indicate that the law enforcement process was carried out in 

accordance with legal procedures; however, it did not reflect a substantial sense of justice. 
The defendant was sentenced to only four months of imprisonment, which is far below the 
maximum penalty stipulated in Article 303 of the Indonesian Criminal Code. The judge’s 

decision to impose a lighter sentence was based on the defendant’s personal circumstances, 
such as remorse, family responsibilities, and cooperative behavior during the trial. This 

shows that the legal considerations did not fully take into account the defendant’s position as 

a law enforcement officer who should serve as a role model. The decision highlights the weak 
application of the principle of equality before the law and has the potential to undermine 
public trust in the criminal justice system 

 
Keywords:  Law Enforcement, Gambling Crime, Police Officier, Judicial Consideration, 

Court Decision Number: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn 
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